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Abstrak. The Charter of Medina, also known as the Constitutional Charter of Medina, is an agreement 
drafted by the Prophet Muhammad with the tribes and communities in Medina in 622 AD. This charter 
contains the principles of justice, freedom, and unity for all citizens of Medina, both Muslims and non-
Muslims. In this article, we will discuss how the implementation of the principles of justice and freedom in 
the Charter of Medina can be the foundation for building a modern legal state. One of the main principles 
in the Charter of Medina is the principle of justice. The Prophet Muhammad emphasized the importance of 
fair treatment of all citizens of Medina regardless of religion, ethnicity, or social status. The Charter of 
Medina emphasized that all groups in society have the same rights and obligations. The implementation of 
the principle of justice in the Charter of Medina provides a strong foundation for creating a just and 
equitable society. Equality before the law and fair treatment for all citizens are the main principles in the 
Charter of Medina. The Medina Charter emphasizes that all citizens of Medina, regardless of religion, 
ethnicity, or social status, have equal rights before the law and are entitled to fair treatment. This principle 
aims to create a just, equitable society that respects individual human rights. Enforcing the principle of 
equality before the law and fair treatment in society has a positive impact on the sustainability of 
democracy. With equality before the law, all citizens have the same rights to receive legal protection and 
justice in a democratic system. This will prevent discrimination or abuse of power by the authorities. 
Keywords: Government, Rule of Law, Medina Charter.  
 
Abstrak. Piagam Madinah, juga dikenal sebagai Piagam Konstitusi Madinah, merupakan perjanjian yang 
disusun oleh Nabi Muhammad saw. dengan suku-suku dan komunitas di Madinah pada tahun 622 Masehi. 
Piagam ini berisi prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan persatuan bagi semua warga Madinah, baik 
Muslim maupun non-Muslim. Dalam tulisan ini, akan dibahas bagaimana implementasi prinsip-prinsip 
keadilan dan kebebasan dalam Piagam Madinah dapat menjadi landasan bagi pembangunan negara hukum 
modern. Salah satu prinsip utama dalam Piagam Madinah adalah prinsip keadilan. Nabi Muhammad saw. 
menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua warga Madinah tanpa memandang agama, 
suku, atau status sosial. Piagam Madinah menegaskan bahwa semua kelompok dalam masyarakat memiliki 
hak dan kewajiban yang sama. Implementasi prinsip keadilan dalam Piagam Madinah memberikan dasar 
yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Persamaan di depan hukum dan perlakuan 
yang adil bagi semua warga negara merupakan prinsip utama dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah 
menekankan bahwa semua warga Madinah, tanpa memandang agama, suku, atau status sosial, memiliki 
hak yang sama di depan hukum dan berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Prinsip ini bertujuan untuk 
menciptakan masyarakat yang adil, merata, dan menghormati hak asasi individu. Penegakan prinsip 
persamaan di depan hukum dan perlakuan yang adil dalam masyarakat memiliki dampak positif terhadap 
keberlangsungan demokrasi. Dengan adanya persamaan di depan hukum, semua warga negara memiliki 
hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan di dalam sistem demokrasi. Hal ini 
akan mencegah terjadinya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang. 
Kata Kunci: Pemerintahan, Negara Hukum, Piagam Madinah 
 
 
PENDAHULUAN 

Piagam Madinah merupakan dokumen penting dalam sejarah Islam yang menandai awal 
terbentuknya negara Islam pertama di Madinah. Piagam ini tidak hanya menjadi landasan bagi 
pemerintahan yang adil dan beradab, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip negara hukum yang 
sangat relevan dalam konteks geopolitik modern. Dalam perspektif negara hukum, Piagam 
Madinah dapat diinterpretasikan sebagai dokumen konstitusi yang mendasari prinsip-prinsip 
keadilan, kebebasan, dan kedaulatan hukum. 
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Salah satu aspek penting dari Piagam Madinah adalah keseimbangan antara kewenangan 
otoritas pusat dan kebebasan individu. Piagam ini menetapkan prinsip-prinsip kebebasan 
beragama, kepemilikan, dan penyelenggaraan keadilan yang adil bagi semua warga negara. Hal 
ini mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum yang melindungi hak-hak individu dan 
menetapkan batasan kekuasaan pemerintah. Dengan demikian, Piagam Madinah menjadi 
landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaulat hukum. 

Dalam konteks negara hukum modern, Piagam Madinah juga menetapkan prinsip-prinsip 
persamaan di depan hukum dan perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Prinsip-prinsip ini 
merupakan landasan bagi prinsip keadilan, egalitarianisme, dan non-diskriminasi dalam sistem 
hukum negara. Dengan demikian, Piagam Madinah dapat dianggap sebagai cikal bakal negara 
hukum yang menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Selain itu, Piagam Madinah juga menetapkan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat, 
persatuan umat, dan kerjasama antarwarga negara. Prinsip-prinsip ini mencerminkan semangat 
kebersamaan, persaudaraan, dan keadilan sosial yang menjadi inti dari negara hukum. Dengan 
demikian, Piagam Madinah menjadi landasan bagi pembangunan masyarakat yang inklusif, 
berkeadilan, dan demokratis. 

Dalam konteks keamanan dan ketertiban, Piagam Madinah juga menetapkan prinsip-
prinsip keamanan dan keadilan bagi semua warga negara. Prinsip-prinsip ini mencerminkan 
komitmen negara untuk melindungi hak-hak warga negara, menegakkan kedaulatan hukum, serta 
memastikan keberlangsungan perdamaian dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, 
Piagam Madinah menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara hukum yang menjamin 
keamanan, ketertiban, dan keadilan bagi semua warga negara. 

Secara keseluruhan, dalam perspektif negara hukum, Piagam Madinah dapat 
diinterpretasikan sebagai panduan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang adil, beradab, dan 
berlandaskan hukum. Prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan kedaulatan hukum yang 
terkandung dalam Piagam Madinah menjadi landasan bagi pembangunan negara hukum modern 
yang memastikan perlindungan hak-hak individu, persamaan di depan hukum, dan 
keberlangsungan keadilan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, Piagam Madinah tetap 
relevan dalam konteks perjuangan negara hukum di era globalisasi dan modernisasi saat ini. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk Pertama, Untuk 
menganalisis Bagaimana implementasi prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan dalam Piagam 
Madinah dapat menjadi landasan bagi pembangunan negara hukum modern, Kedua, Untuk Apa 
dampak dari penegakan prinsip persamaan di depan hukum dan perlakuan yang adil bagi semua 
warga negara, sebagaimana diatur dalam Piagam Madinah, terhadap keberlangsungan demokrasi 
dan keadilan sosial dalam masyarakat, Ketiga, Untuk mengevaluasi perlindungan hak-hak 
individu, kewajiban pemerintah, dan keamanan serta ketertiban masyarakat tertuang dalam 
Piagam Madinah dan relevansi serta aplikasinya dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini 

 

KAJIAN TEORITIS 
Piagam Madinah adalah sebuah dokumen sejarah yang membentuk dasar konstitusi 

pertama dalam sejarah Islam yang ditandatangani pada tahun 622 Masehi di Kota Madinah oleh 
Nabi Muhammad dan suku-suku Arab yang berada di sekitar Madinah. Piagam Madinah 
merupakan landasan bagi berdirinya Negara Islam pertama, yaitu Negara Islam Madinah. 

Dalam konteks Negara Hukum, terdapat beberapa perspektif penting yang dapat dianalisa 
dari Piagam Madinah: 
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1. Pembentukan hukum yang berlandaskan prinsip keadilan 
Piagam Madinah memberikan pengakuan hak asasi manusia, kebebasan berkeyakinan dan 
kesetaraan di antara semua anggota masyarakat. Hal ini menunjukkan kepada makna bahwa 
Negara Islam Madinah mengutamakan prinsip keadilan dalam pembentukan hukum, 
sehingga hukum yang dibuat haruslah adil dan merata bagi semua warga negara. 

2. Perlindungan hak-hak individu 
Dalam Piagam Madinah, terdapat ketentuan-ketentuan yang melindungi hak-hak individu 
seperti hak atas kebebasan beragama, hak atas perlindungan dan keamanan, serta hak atas 
keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Islam Madinah memperhatikan hak-hak 
individu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi negara. 

3. Sistem kekuasaan yang terbatas 
Piagam Madinah juga menetapkan struktur kekuasaan yang terbatas, dimana kekuasaan 
tertinggi dipegang oleh Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara. Hal ini menunjukkan 
bahwa Negara Islam Madinah menerapkan prinsip checks and balances dalam sistem 
pemerintahan, sehingga kekuasaan tidak dapat disalahgunakan. 

4. Penegakan hukum yang tegas 
Piagam Madinah juga mengatur tentang prosedur penegakan hukum, dimana setiap 
pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Piagam Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Islam Madinah memiliki 
keinginan yang kuat untuk menegakkan aturan hukum demi menjaga keamanan dan 
ketertiban di masyarakat. 

Dengan demikian, Piagam Madinah dalam perspektif Negara Hukum menggambarkan 
konsep negara yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan beragama, perlindungan 
hak-hak individu, sistem kekuasaan yang terbatas, dan penegakan hukum yang tegas. Konsep-
konsep ini memberikan dasar yang kuat bagi pembentukan sebuah negara yang menjunjung tinggi 
supremasi hukum dan kedaulatan rakyat. 

 
METODE PENELITIAN 

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Metode pengumpulan data ini 
melibatkan pencarian literatur yang relevan tentang konsep dan dasar penggunaan khilafah dalam 
Islam, terutama yang terdapat dalam Al-Qur'an, kitab hadis, serta berbagai buku dan jurnal 
lainnya. Data berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis 
menggunakan metode analisis konten untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang 
kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
Sumber data sekunder yang merujuk pada informasi atau data yang telah dikumpulkan, disusun, 
dan dianalisis sebelumnya oleh pihak lain atau peneliti sebelumnya. Ini berbeda dengan sumber 
data primer yang merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. 
Sumber data ini diperoleh dari   Literatur yang telah diterbitkan, seperti buku, artikel jurnal, dan 
makalah konferensi, yang membahas topik yang relevan dengan penelitian. Ini bisa menjadi 
sumber informasi yang sangat berharga karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang 
topik yang sedang diteliti. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Implementasi Prinsip-Prinsip Keadilan Dan Kebebasan Dalam Piagam Madinah Dapat 
Menjadi Landasan Bagi Pembangunan Negara Hukum Modern 
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Piagam Madinah, juga dikenal sebagai Piagam Konstitusi Madinah, merupakan 
perjanjian yang disusun oleh Nabi Muhammad saw. dengan suku-suku dan komunitas di Madinah 
pada tahun 622 Masehi. Piagam ini berisi prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan persatuan bagi 
semua warga Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim. Dalam tulisan ini, akan dibahas 
bagaimana implementasi prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan dalam Piagam Madinah dapat 
menjadi landasan bagi pembangunan negara hukum modern. 

Salah satu prinsip utama dalam Piagam Madinah adalah prinsip keadilan. Nabi 
Muhammad saw. menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua warga Madinah 
tanpa memandang agama, suku, atau status sosial. Piagam Madinah menegaskan bahwa semua 
kelompok dalam masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Implementasi prinsip 
keadilan dalam Piagam Madinah memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan masyarakat 
yang adil dan merata. 

Dalam konteks negara hukum modern, prinsip keadilan dalam Piagam Madinah dapat 
diinterpretasikan sebagai perlindungan hak-hak asasi manusia untuk semua warga negara tanpa 
diskriminasi. Sebuah negara hukum modern yang berlandaskan pada prinsip keadilan akan 
memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan, perlindungan 
hukum, dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Prinsip keadilan dalam Piagam Madinah 
dapat menjadi landasan bagi pembangunan sistem hukum yang adil dan merata bagi semua warga 
negara. 
Prinsip Kebebasan dalam Piagam Madinah 

Selain prinsip keadilan, Piagam Madinah juga mengandung prinsip kebebasan dalam 
berkeyakinan dan beribadah. Nabi Muhammad saw. menjamin kebebasan beragama bagi semua 
warga Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim. Implementasi prinsip kebebasan dalam 
Piagam Madinah memberikan ruang untuk keberagaman dan pluralisme dalam masyarakat 
Madinah. 

Dalam masyarakat modern, prinsip kebebasan dalam Piagam Madinah dapat 
diinterpretasikan sebagai hak asasi individu untuk menjalankan keyakinan dan ibadah tanpa takut 
diskriminasi atau penindasan. Sebuah negara hukum modern yang berlandaskan pada prinsip 
kebebasan akan memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama, berpikir, berekspresi, 
dan berkumpul bagi semua warganya. Prinsip kebebasan dalam Piagam Madinah menjadi 
landasan bagi pembangunan masyarakat yang inklusif dan menghormati hak asasi individu. 
Implementasi Prinsip-prinsip Piagam Madinah dalam Pembangunan Negara Hukum 
Modern 

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan dalam Piagam 
Madinah, sebuah negara hukum modern dapat menciptakan sistem hukum yang adil, merata, dan 
menghormati hak asasi individu. Prinsip keadilan dalam Piagam Madinah memastikan perlakuan 
yang adil untuk semua warga negara tanpa terkecuali. Prinsip kebebasan dalam Piagam Madinah 
memberikan ruang bagi keberagaman dan pluralisme dalam masyarakat. 

Sebuah negara hukum modern yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Piagam Madinah 
akan memberikan prioritas pada penegakan hukum yang adil, perlindungan hak asasi manusia, 
dan kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan dalam Piagam 
Madinah dapat menjadi pedoman bagi negara-negara modern dalam membangun sistem hukum 
yang inklusif, adil, dan merata untuk semua warga negaranya. 
Dampak Dari Penegakan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dan Perlakuan Yang Adil 
Bagi Semua Warga Negara, Sebagaimana Diatur Dalam Piagam Madinah, Terhadap 
Keberlangsungan Demokrasi Dan Keadilan Sosial Dalam Masyarakat   
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Piagam Madinah, juga dikenal sebagai Piagam Konstitusi Madinah, merupakan 
perjanjian yang disusun oleh Nabi Muhammad saw. dengan suku-suku dan komunitas di Madinah 
pada tahun 622 Masehi. Piagam ini mengatur prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, persamaan di 
depan hukum, dan perlakuan yang adil bagi semua warga Madinah, baik Muslim maupun non-
Muslim. Prinsip persamaan di depan hukum dan perlakuan yang adil sangat penting dalam 
memastikan keberlangsungan demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam tulisan 
ini, akan dianalisa dampak dari penegakan prinsip persamaan di depan hukum dan perlakuan yang 
adil bagi semua warga negara, sebagaimana diatur dalam Piagam Madinah, terhadap 
keberlangsungan demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat. 

Persamaan di depan hukum dan perlakuan yang adil bagi semua warga negara merupakan 
prinsip utama dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah menekankan bahwa semua warga 
Madinah, tanpa memandang agama, suku, atau status sosial, memiliki hak yang sama di depan 
hukum dan berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan 
masyarakat yang adil, merata, dan menghormati hak asasi individu. 

Penegakan prinsip persamaan di depan hukum dan perlakuan yang adil dalam masyarakat 
memiliki dampak positif terhadap keberlangsungan demokrasi. Dengan adanya persamaan di 
depan hukum, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan 
hukum dan keadilan di dalam sistem demokrasi. Hal ini akan mencegah terjadinya diskriminasi 
atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang. 

Selain itu, perlakuan yang adil bagi semua warga negara juga akan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan proses demokrasi. Ketika semua warga negara 
merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil dan merata, mereka akan lebih termotivasi untuk 
berpartisipasi dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum, diskusi publik, dan advokasi 
hak-hak mereka. Dengan demikian, penegakan prinsip persamaan di depan hukum dan perlakuan 
yang adil merupakan landasan yang kuat dalam memperkuat demokrasi dan partisipasi politik 
dalam masyarakat. 

Penegakan prinsip persamaan di depan hukum dan perlakuan yang adil juga memiliki 
dampak positif terhadap keadilan sosial dalam masyarakat. Dengan adanya keadilan dalam sistem 
hukum, semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan 
hukum. Hal ini akan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, serta 
meningkatkan kesempatan bagi semua warga negara untuk berkembang dan berpartisipasi dalam 
kehidupan sosial dan ekonomi. 

Perlakuan yang adil bagi semua warga negara juga akan membantu menciptakan 
lingkungan yang inklusif dan menghormati keragaman dalam masyarakat. Ketika setiap individu 
diperlakukan dengan adil dan merasakan perlindungan hukum yang sama, mereka akan merasa 
dihargai dan diakui sebagai bagian yang integral dari masyarakat. Hal ini akan menciptakan 
suasana yang harmonis dan menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat. 

Dengan menerapkan prinsip persamaan di depan hukum dan perlakuan yang adil bagi 
semua warga negara, sebagaimana diatur dalam Piagam Madinah, dapat memberikan dampak 
positif terhadap keberlangsungan demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat. Penegakan 
prinsip-prinsip tersebut memberikan jaminan bahwa semua warga negara memiliki hak yang 
sama di dalam sistem hukum dan berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Dengan demikian, 
prinsip persamaan di depan hukum dan perlakuan yang adil merupakan fondasi yang kuat dalam 
membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan inklusif. 
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KESIMPULAN 
Piagam Madinah, juga dikenal sebagai Piagam Konstitusi Madinah, merupakan 

perjanjian yang disusun oleh Nabi Muhammad saw. dengan suku-suku dan komunitas di Madinah 
pada tahun 622 Masehi. Piagam ini berisi prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan persatuan bagi 
semua warga Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim. Dalam tulisan ini, akan dibahas 
bagaimana implementasi prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan dalam Piagam Madinah dapat 
menjadi landasan bagi pembangunan negara hukum modern. Salah satu prinsip utama dalam 
Piagam Madinah adalah prinsip keadilan. Nabi Muhammad saw. menekankan pentingnya 
perlakuan yang adil terhadap semua warga Madinah tanpa memandang agama, suku, atau status 
sosial. Piagam Madinah menegaskan bahwa semua kelompok dalam masyarakat memiliki hak 
dan kewajiban yang sama. Implementasi prinsip keadilan dalam Piagam Madinah memberikan 
dasar yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Dengan adanya penegakan 
prinsip persamaan di depan hukum dan perlakuan yang adil bagi semua warga negara, 
sebagaimana diatur dalam Piagam Madinah, dapat memberikan dampak yang positif terhadap 
keberlangsungan demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut 
memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di dalam sistem hukum dan berhak 
mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Dengan demikian, penegakan prinsip 
persamaan di depan hukum dan perlakuan yang adil merupakan pondasi yang kuat dalam 
membangun masyarakat yang adil, demokratis, inklusif, serta menjaga stabilitas sosial dan 
kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. 
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